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PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PER.07/MEN/V/2010
TENTANG

ASURANSI TENAGA KERJA INDONESIA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

a. bahwa Peraturan Menteri Tenaga Kerjadan Transmigras

Nomor PER. 23/MEN/XI11/2008 tentang Asurans Tenaga
Kerja Indonesia, merupakan pelaksanaan ketentuan Pasal
68 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang
Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di
Luar Negeri, sudah tidak sesua lagi dengan
perkembangan di bidang asurans TKI dan sistem
perasuransian;

. bahwa pengaturan Asuransi Tenaga Kerja Indonesa

sebagai mana dimaksud dalam huruf a, merupakan norma,
standar, prosedur, dan kriteria sebagaimana diamanatkan
dalam Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 38
Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan
antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provins, dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;


http://www.djpp.depkumham.go.id

2010, No.273

Mengingat

M enetapkan

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai mana dimaksud

daam huruf a dan huruf b perlu mengatur kembali
Asurans Tenaga KerjaIndonesia yang ditetapkan dengan
Peraturan Menteri;

. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha

Perasuransan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1992 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3467);

. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang

Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di
Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4445);

. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang

Penyelenggaraan Usaha Perasuransan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 120,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3506) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2008
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4954);

. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang

Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);

. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009;

MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN
TRANSMIGRASI TENTANG ASURANSI TENAGA
KERJA INDONESIA.

BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
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. Cdon Tenaga Kerja Indonesia yang sdlanjutnya disebut calon TKI adalah
setigp warga negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pencari kerja
yang akan bekerja di luar negeri dan terdaftar di instans pemerintah
kabupaten/kota yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.

. Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disebut dengan TKI adalah setiap
warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerjadi luar negeri
dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah.

. Asurans Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri yang selanjutnya disebut
Asurans TKI adalah suatu bentuk perlindungan bagi TKI dalam bentuk
santunan berupa uang sebaga akibat risiko yang dialami TKI sebelum,
selama dan sesudah bekerja di luar negeri.

. Penyelenggara Program Asurans TKI adalah perusahaan asuranss yang
telah mendapat izin Menteri Tenaga Kerjadan Transmigrasi.

. Program Asuranss TKI| adalah program asuransi yang diberikan kepada
calon TKI/TKI yang meliputi pra penempatan, masa penempatan, dan purna
penempatan di luar negeri dalam hal terjadi risiko-risiko yang diatur dalam
Peraturan Menteri ini.

. Pelaksana Penempatan TKI Swasta adalah badan hukum yang telah
memperoleh izin tertulis dari Menteri untuk menyelenggarakan pelayanan
penempatan TKI di luar negeri.

. Penanggung adalah perusahaan asurans kerugian dan asurans jiwa yang
telah mendapatkan surat penunjukan dari Menteri Tenaga Kerja dan
Transmigrasi untuk memberikan perlindungan terhadap TKI dengan
membentuk 1 (satu) konsorsium.

. Tertanggung adalah calon TKI/TKI yang telah membayar premi asurans
TKI.

. Polis asurans adalah suatu perjanjian asurans antara pihak penanggung
dengan pihak tertanggung, yang diterbitkan oleh penanggung berdasarkan
daftar peserta yang diserahkan oleh Pelaksana Penempatan TK| Swasta.

10. Pemegang polis adalah calon TKI/TKI atau ahli waris yang sah.
11. Kartu Peserta Asurans yang selanjutnya disingkat KPA adalah kartu yang

diterbitkan oleh penanggung atas nama calon TKI/TKI sebaga bukti
keikutsertaan tertanggung dalam asurans yang merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari polis.
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12. Penerima manfaat adalah tertanggung atau ahli waris yang sah untuk
menerima santunan asurans.

13. Uang pertanggungan adalah sgjumlah uang santunan sesuai dengan jaminan
asuransi yang ditetapkan dalam polis.

14. Konsorsium asuransi TKI adalah kumpulan sgumlah perusahaan asuransi
sebagal satu kesatuan yang terdiri dari ketua dan anggota, untuk
menyelenggarakan program asurans TKI yang dibuat dalam perjanjian
konsorsium.

15. Perusahaan Asuransi Kerugian adalah perusshaan yang memberikan jasa
dalam penanggulangan riskko atas kerugian, kehilangan manfaat, dan
tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang timbul dari peristiwa yang
tidak pasti.

16. Perusahaan Asuransi Jiwa adalah perusahaan yang memberikan jasa dalam
penanggulangan risiko yang dikaitkan dengan hidup atau meninggalnya
seseorang yang dipertanggungkan.

17. Perusahaan Pialang Asurans adalah perusahaan yang memberikan jasa
keperantaraan dalam penutupan asuransi dan penanganan penyelesaian ganti
rugi asurans dengan bertindak untuk kepentingan tertanggung.

18. Afilias adalah hubungan antara seseorang atau badan hukum dengan satu
orang atau lebih, atau badan hukum lain, sedemikian rupa sehingga salah
satu dari mereka dapat mempengaruhi pengelolaan atau kebijaksanaan
orang lain atau badan hukum yang lain atau sebaliknya dengan
memanfaatkan adanya kebersamaan kepemilikan saham atau kebersamaan
pengelolaan perusahaan.

19. Dinas kabupaten/kota adalah instansi yang bertanggung jawab di bidang
ketenagakerjaan kabupaten/kota.

20.Dinas provins adaah instans yang bertanggung jawab di bidang
ketenagakerjaan proving.

21. Direktur Jenderal yang selanjutnya disebut Dirjen adalah Direktur Jenderal
yang bertanggung jawab di bidang penempatan tenaga kerja.
22. Menteri adalah Menteri Tenaga Kerjadan Transmigrasi.
Pasal 2

Pelaksana Penempatan TKI Swasta wajib mengikutsertakan calon TKI/TKI
yang akan diberangkatkan ke luar negeri dalam program asurans TKI yang
diatur dalam Peraturan Menteri ini.
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Pasal 3

Program asuransi TKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diselenggarakan
oleh konsorsium asuransi TK| yang mendapat penetapan dari Menteri.

BAB lI
PERUSAHAAN ASURANS
Pasal 4

Perusahaan asuransi yang akan bergabung dalam konsorsium asurans TKI
sebagai mana dimaksud dalam Pasal 3 wajib mendapat persetujuan dari Menteri.

Pasal 5

Untuk mendapat persetujuan dari Menteri, perusshaan asurans sebagamana
dimaksud dalam Pasal 4 wgib mengajukan permohonan kepada Menteri
melalui Dirjen dengan melampirkan dokumen:

a. copy akta pendirian dan/atau akta perubahan perseroan terbatas;

b. copy surat izin usaha perasuransian dari Menteri Keuangan R.I.;

C. Surat pernyataan sanggup menyelenggarakan program asuransi TKI;
d

. Surat pernyataan bersedia membentuk kantor cabang sekurang-kurangnya di
11 (sebelas) daerah embarkasi;

e. bukti kepemilikan sistem pendataan on-line yang dapat diakses oleh publik;

surat pernyataan bersedia menyerahkan uang jaminan atas nama Menteri qg.
perusahaan sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

neraca keuangan yang dibuat oleh akuntan publik;
copy Nomor Pokok Wajib Pgjak (NPWP);

I. bukti lulus uji kelayakan dan kepatutan dari Menteri Keuangan bagi direksi
dan komisaris;dan

J]. pas photo (berwarna dengan latar belakang merah) dari pimpinan
perusahaan (direktur utamal/presiden direktur) dengan ukuran 4 x 6 cm
sebanyak 3 (tiga) lembar.

—h

=gie

Pasal 6

(1) Permohonan dan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan
verifikas oleh tim yang dibentuk oleh Menteri.

(2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah selesai melakukan
verifikas dokumen dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja
terhitung sgiak tanggal penerimaan permohonan.
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